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(egah Aduan Pemberian TH

H® Disnakertrans DIY Sisir Perusahaan Bermasalah

YOGYA, TRIBUN - Menya-
dari adanya celah dalam de-
tail teknis penegakan atur-
an Tunjangan Hari Raya
(THR) pada Peraturan Men-
teri Ketenagakerjaan Nomor
2 Tahun 2015, Dinas Tena-
ga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY, memi-
lih jalur preventif. Langkah
ini digencarkan agar tidak

HAK PEKERJA
"® Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIV
menmilih jalur preventif untuk pemberiah THR.
® Langkah ini d;genca(kan agar tidak muncul kasus aduan

THR di tahth ini.

® Disnakertrans DIY menyisir adanya perusahaan yang ﬂetma
" salah dalam pemberian THR.

muncul kasus aduan THR  telah kan hak dapat kan THR
di tahun ini. pekerjanya. Sementara itu, tepat waktu sesuai dengan
Kepala Disnakertrans DIY, dua perusahaan dilaporkan  ketentuan yang berlaku, se-
Ariyanto Wibowo, menjelas- sudah tutup dan satu peru-  hingga hak-hak pekerja da-
kan, berdasarkan data tahun . sahaan lainnya tidak dapat pat terpenuhi sepenuhnya
lalu, mayoritas permasalah- dlhubungl oleh pihak peng- menjelang hari raya tanpa
an muncul bukan karena ke- perlu melalui proses aduan
bayar secara a di atau sanksi
mutlak, melainkan Bantul, empat perusaha- Buka layanan
pelanggaran tenggat wak an san- itu, Pemkot
tu. “Jenis ksi if. Dua di resmi

ang
paling sering dilaporkan
adalah keterlambatan pem-
bayaran THR, yakni belum
dibayarkan hingga kurang
dari H-7 Lebaran sebagaima-
na diatur dalam ketentuan,”
ujar Ariyanto, Kamis (5/3).

antaranya telah melunasi
pembayaran, sedangkan
dua lainnya belum dapat
ditindaklanjuti karena izin
usaha perusahaan tersebut
tercatat berada di luax wila-
yah DIY.

Posko Satgas Ketenagaker-
jaan Pelayanan Konsultasi
Tunjangan Hari Raya (THR),
per Kamis (5/3/26). Selaras
ketentuan, posko di bawah
naungan Dinas Sosial Ke-
tenagakerjaan dan Trans-

Ariyanto
bahwa meskipun hak pe-
kerja telah dijamin secara
hukum, instansinya mene-
mukan tantangan dalam
eksekusi di lapangan. “Ka-

Ariyanto yebutkan
bahwa sanksi administratif
yang membayangi perusa-
haan-perusahaan ini tidak
main-main. Sanksi terse-
but meliputi teguran ter-
tulis, kegial

rena
belum diatur secara detail,
maka kami mengedepan-
kan upaya preventif melalui
sosialisasi agar perusaha-
an memahami kewajiban
pembayaran THR. Hak pe-
kerja memperoleh THR te-

usaha, ian se-

migrasi (D trans)
Kota Yogyakarta tersebut
bakal beroperasi hingga 27
Maret 2026 mendatang.Sek-
retaris Dinsosnakertrans
Kota Yoy , Gunawan
Adhi Putra, menuturkan,

sko untuk me-

mentara sebagian atau se-
luruh alat produksi, hingga
tahap pembekuan kegiatan
usaha.

“Sebagian besar kasus

layani konsultasi dan peng-
aduan pekerja maupun
pengusaha terkait kewajib-
an pembayaran THR. De-
ngan keberadaan posko, pi-

lah diatur dalam
Menteri Ketenagakerjaan
No. 2/2015, namun imple-
mentasi teknis penegakan
aturan tersebut dinilai be-
lum diatur secara rinci,”
tambahnya.

Dari 120 aduan yang
masuk pada 2025, terca-
tat 11 perusahaan yang

terselesaikan setelah tim haknya hendak memastikan
lari dinas per- THR berjalan

usahaan yang bersangkut- sesuai-ketentuan dan men-

an,” ungkapnya. cegah potensi pelanggaran.

Memasuki periode men-
jelang Idulfitri 2026, Disna-
kertrans DIY mengonfirmasi
bahwa hingga saat ini belum
ada laporan atau aduan res-
mi terkait pembayaran THR
yang masuk ke meja mere-

“Mulai hari ini (kemarin)
kami siap melayani konsul-
tasi terkait THR Keagamaan
2026, baik bagi pekerja ma-
upun pemsahaan di Kota

Se]a!.n layanan luring me-

akhirnya dir ka. Meski demik nihil-  lalui posko di Balai Kota,
kan untuk menerima san- nya aduan tidak membuat = masyarakat bisa mengak-
ksi oleh peng- ses

awas jaan. Di Selain ngan

daring de-
What

Kota Yogyakarta, terdapat
tiga perusahaan yang di-
rekomendasikan sanksi.
Namun, melalui intervensi
dinas, seluruh perusahaan
tersebut kini telah melunasi
kewajiban THR mereka.
Adapun, di Kabupaten
Sleman, dari empat peru-
sahaan yang direkomenda-

lisasi di tingkat kelurahan
dan penyalur PRT, Disna-
kertrans DIY juga terus me-
mantau perusahaan yang
pernah bermasalah pada
tahun sebelumnya. Lang-
kah ini diharapkan mampu
menciptakan iklim ketena-
gakerjaan yang lebih kon-
lusif.

sApp terintegrasi se-DIY dl
082135349997. Di samping
itu, konsultasi juga dapat di-
lakukan melalui lima media-
tor hubungan industrialnya,
yakni Bob (089668650083),
Markistina (08122765574),
Liya (087838557439), Sko-
lastika (085700585404),
Diatunika (085647162959),

sikan sanksi administratif, Pihak dinas berharap se- hingga via email
baru satu perusahaan yang luruh perusahaan di DIY gmail.com. (han/aka)
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